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NOMOR 95 TAHUN 2022

I-

Mengingat　　　1･ Undang-Undang Nomor　8 (D巾　Tahun 1956 tentang

Pembentuk劃　Derah Otono皿　Kota-kota Besa丁　D血am

Lingkungan Daera血Sumatera Utara (Lembaran NegaraL

Repub宣毘Indonesia Tahun 1956　Nomor 59, Tambah紬

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 092) ;

2･ Undang-Und孤g No皿or 13　Tahun　2003　tenぬng

Ketenagakeq’aan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2003　Nomor 39, Tanbahan Lembaran Negara

Republik工ndonesia No皿or 4279) ;

3･ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jamin紬　Sosial Nasion瓢(レmbaran Negara Republik

事ndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambaha皿Lemb脚

Negara Republik量ndonesia Nomor 4456) ;

4･ Undang-Und弧g Nomor 11 Tahun　2006　Tentang

Pemehntahan Sumatera Utara (Lembaran NegaraL

Repub虹k Indonesia Tahun 2006　Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;

5･ Unda皿g-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bad袖

Penyelenggaraan Janinan Sosial (IJembaran Negara

Republik量ndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;

6. undれg-Un血ng...



6. Und狐g-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor　5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun　2020　Tentang Cipぬ　Keヰa

(LembaLran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik　賞ndonesia

Nomor 6573);

7･ Peratur紬　Pemehntah Nomo｢ 44　Tahun　2015　tentang

Penyelenggaraan Program J劃inan Kecelaka紬Ke寄a dan

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2015　Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor　5714) sebagaim狐a telah

diubah deng劃Peratur紬Pemerintah Nomor 82 Tahun

2019　tentang Pembah紬　Atas Peraturan Pemehntah

Nomor 44 Tahun 20 1与tent狐g Penyelanggaraan Program

J劃inan Kecelakaan Ke寄a dan Jamina皿　Kemati紬

(Lembar紬Negara Republik重ndonesia Tahun 2019 Nomor

231, Tambahan Lembaran Negara Republik　賞ndonesia

Nomor 6427);

8. Peraturan Pemerintah Nomor　45　Tahun　2015　tentang

Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara

Republik量ndonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan

Lembara皿Nega｢a Republik暮ndonesia Nomor 57 1 5);

9. Pemturan Peme轟ntah No皿or　46　Tahun　2015　tentang

Penyelenggaraan円ogram Jaminan Ha正Tua (Lembaran

Negara Republik　量ndonesia Tahun　2015　Nomor 156,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemehntah Nomor 60 Tahun　2015　tenta皿g Pembah劃

Atas Peratum Pemehntah Nomor 46 Tahun 201 5 tentang
Penyelenggara紬Hogram Jaminan Ha轟皿a (しembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2015　Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5730);

10. Peratur紬　Pemehntah Nomor 14　Tahun 1993　tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Ke宣ja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhi｢ deng紬Peratura皿Pemehntah Nomor 84 Tahun

2013　tentang Pembahan Kesembilan A血s Peraturan

Pemehntah Nomor　1 4　　Tahu n　1 9 9 3　　tentang

Penyelengg紬aan打ogra皿Ja皿inan Sosial Tenaga Ke重ja

(Lembar狐Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor

229, Tambahan Ifmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5472);



1 I. Peraturan Peme正ntah Nomor 86 Tahun 2013 te皿tang Tata

Cara Pengenaan Sanksi Adminis廿a心f Kepada Pembe正

Ke寄a Selain Penyelenggara Negara dan Se仕ap Orang,

Selain Pembeh Ke重ja, Peke裏ja dan Pene轟ma Bantu劃

工uran Dalam Penyelenggaraan Ja皿inan Sosial (Lembaran

Negara Republik　暮ndonesia Tahun　2013　No皿or　238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5481);

12. Peraturan Presiden Nomor 109　Tahun　2013　tentang

Penahapan Kepese轟aan Program Jaminan Sosial

(Lemba重孤Negara Republik宣ndonesia Tahun 2013 No皿or

253);

MEMUTus腿N :

Menetapkan :　PERATURAN WAし工　Ko皿　TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PE NYELE NGGARAN RO GRAM JAMI NAN S 0 S量AL

KETENAGAKERJAAN BAG量　P事MPINAN DAN ANGGOTA DPRD

KOTA S萱BOLGA

BAB量

KETENTUAN UMUM

Dalam Peratur紬Wali Kota ini yang dimaksud deng組:

1. Kota adalah Kota sibolga.

2. Peme正ntah K〇日adalah peme丘ntah Kota sibolga.

3. Wall Kota adalah wall Kota sibolga.

4. Dewan perwakiln Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adala血　Dewan Pelwakilan Rakyat Daerah Kota

Sibolga.

5. Sekretahs DPRD adalah Sekreta正s DPRD K〇日Si比lga.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang sela可utnya disingkat

OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga.

7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mencngah dan

Ketenagakeljaan Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat

Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagake章jaan adalah OPD

yang mempunyai tugas pokok,血ngsi dan ums弧di bida皿g

Koperasi, UKM, D孤Ketenagake霊ja狐.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosia重Ketenagake宣jaan yang

sela可utnya disingkat B鼠JS Ketenagake重jaan adalah bad紬

hukum yang dibentuk untuk menyelenggaraka皿program

jaminan kecelaka紬ke重ja, jaminan ha正tua, dan jaminan

kema也an.

9. Jaminan Sosial Ketenagake重jaan adalah suatu

perlindungan bagi tenaga ke重ja dal劃bentuk s劃tunan

bempa uang sebagai pengg狐色sebagian penghasilan yang

hilang atau berkurang dan pelayanan sebagal akibat

pehs也Ⅵ｢a atau keadaan yang dialami oleh tenaga ke重ja

bempa kecelakaan keヰa, sakit, hamil bersalin, ha正tua dan

meninggal dunia.

10. Iur紬adalah s匂umlah uang yang dibayark紬seca｢a teratur

oleh pese巾a, pembe正ke寄a din/atau Peme正ntah.



1 1. Janinan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK

adalah manねat bempa u狐g tunai din/ aぬu pelayan紬

kesehat紬yang dibe正kan pada saat pese正a mengalami

kecelakaan kerja ata.u penyakit yang disebabkan oleh

lingkungan ke竜a.

12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah

manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika

peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kelja.

13. Kecelaka紬　Ke亘a adalah kecelakaan yang te重jadi dalam

hubungan ke章ja, temasuk kecelakaa皿yang te寄adi dalam

pe宣jalan紬　dah m皿ah men可u tempat ke重ja atau

sebaliknya dan pcnya虹t yang disebabkan oleh虹ngkungan

ke重ja.

14. Jaminan H糾･i巾a y狐g sela可utnya disingkat JHT adalah

m劃ぬa亡uang tunai yang血bayarkan sek狐igus pada saat

pese正a me皿su貼usia pensiun, meninggal dunia･, atau

meng謝ami cacat total tetap.

15. M紬ぬat Jaminan Ha轟Tua adalah bempa uang tunai yang

dibayarkan apabila peserta berusia 56 (lima puluh enam)

tahun, meningg址dunia atau皿engalami cacat total tetap･

16. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan

untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak ba.gi

pese血　dan/atau ahⅡ　wa正snya dengan membe轟k紬

penghasilan setelah pese巾a memasuki usia pensiun,

mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

BAB重量

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapぬnnya Peraturan W瓢i Kota ini adalah

sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial

Ketenagakeヰaan bagi Hmpinan dan Anggota DPRD Kota

Sibolga

Pasal3

T可uan ditetapk孤nya Peraturan Wal王Ko屯ini ad血ah :

a. untuk membe正kan pe丁lindung孤terhadap陣mpinan dan

Anggota DPRD Ko屯Sibolga; dan

b. terpenuhinya J狐inan Sosial sebagai bentuk

perlindungan sosial.

BAB工重工

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN BAGI PIMP工NAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Progr劃Jaminan Sosial Ketenagake重jaan

Bagi陣mpin盆n dan Anggota DPRD

PasaJ4..



Pasal4

(1) Peme轟ntah Kota membehkan bantu紬perlindungan kepada

円mpinan dan Anggota DPRD yang meng血a皿i hsiko dalam

menjalani pekeljaannya.

(2) B紬tuan perlindungan sebagai皿ana dimaksud pada ayat (i)

dibe轟k狐dalam bentuk:

a. JKM;

b. JKK;dan

c. Jamina皿pensiun.

(3) Selain bantu紬perlindungan sebagaim紬a dimaksud pada

ayat (2)剛mpinan dan Anggo屯DPRD juga dapat dibe正kan

perlindungan JHT.

(4) Pcmbe轟an bantu紬　perlindungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) akan dilakukan secara bertahap

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah i

(5) Bes狐an ban亡uan sebagaimana dimaksud pada aya亡(2)

diberikan sesuai manfaat pertanggungan, yang nilai

pertanggungannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam
Pe重ja可ian Ke重jasama an屯ra Pemehntah Kota dengan BPJS

Ketenagakeljaan.

Bagian Kedua

Krite轟a円mpinan d狐Anggota DPRD yang Mendapatkan

Bantuan Per量indungan J狐血孤Sosial Ketenagake重jaan

Pasd5

(1) K血eha円mpinan dan Anggota DPRD yang mendapa址an

ba皿tuan perlindunga皿Jaminan Sosial Ketenagake寄aan di

Kota Sibolga, yaitu :

a. Pimpinan dan Anggota Terpilih di Ko屯Sibolga;

b. Memili虹Surat Keputusan sebaga王Anggota DPRD; dan

c. Masih aktif sebagai円mpinan dan Anggota DPRD･

(2) Apabila te重jadi perganti紬　status untuk　唖mpin紬　dan

Angg〇日DPRD Kota Sibolga yang terda允a重dalm町ogram

Jam正和Sosial Ketenagakeもaan,皿aka premi j劃inan sosial

ketenagakeljaan akan dihentikan dan diganti dengan anggota

DPRD yang baru.

(3) Perubahan sぬtus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilap°rkan oleh　曲mpinan DPRD kepada Sekretahs DPRD

untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Koperasi, UKM

dan Ketenagake亘aan.



Bagian Ke心ga

Pelaksanaan Pembehan Bantu紬Perlindungan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal6

Pelaksanaan Pembehan Bantuan Perlindungan Jaminan Sosi瓢

Ketenagake宣jaan bagi騨mpinan dan Anggota DPRD dilakukan

melalui beberapa tahap紬, melipu丘:

a･　persiapan ;

b.　sosiaHsasi;

c.　pendataan d孤veh鯖kasi;

d. pengusulan pcke重ja Rentan;

e.　validasi;

I.　penetap狐penehma J劃inan sosial Ketenagake重jaan;

dan

9.　pengajuan dan pembayaran klalm.

Pasal 7

(1) Se血eta止s DPRD menda蹄arka皿Hmpin紬dan Anggota DPRD

dengan mengisiめmulir pend地an.

(2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pimpinan din　Anggota DPRD y孤g dida虹ark紬　oleh

Se血etahs DPRD mempakan円mpin紬dan Anggota DPRD

memenuhi k轟te五a sebagaimana dimaksud dal孤Pasal 5 ayat

(1).

Pasal 8

SosiaⅡsasi program jaminan sosi血　ketenagake轟aan terhadap

軌mpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh D血as Koperasi, UKM

dan Ketenagake重jaan bekeヰa s劃a deng紬BPJS Ketenagake寄aan

dan pihak terkait lainnya.

Pasal9

( 1) Pendataan曲mpin劃d劃Anggota DPRD dik○○rdinasikan oleh

Dinas Koperasi, UKM din　Ketenagake車aan beke重ja sama

dengan Sekretahat DPRD.

(2) Data陣mpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), sela巾u血ya akan dive轟鬼kasi oleh Dinas

Koperasi, UKM d紬Ketenagake寄a弧d狐dilakuk紬validasi

beke寄a s劃a dengan B剛S Ketenagake寄a劃　untuk dapat

diusulkan kepada Wali Kota･

Pas血10

Penetapan usulan　軒mpinan din　Anggota DPRD yang telah

diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Wali Kota･



Pasal11

(1)　Pemutakhiran data dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM

d紬　Ketenagake重jaan din　B鼠JS Ketenagake寄aan se正ap

bulannya berdas狐kan n劃a dan KTP/KK sesuai deng孤

data terakhir da正Se血etahat DPRD.

(2)　Apabila dan hasil pemutakhiran data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan da屯, maka

usulan perubahan data diajukan oleh Dinas Koperasi, UKM

dan Ketenagakeljaan kepada Wall Kota untuk selanjutnya

ditetapkan dala皿Keputus劃Wali Kota.

Pasal 12

(1) Pengajuan dan pembayaran岨ai皿bagi Hmp血an dan Anggota

DPRD dapat dilakukan melalui kantor/gerai atau website

B鼠｣S Ketenagake宣jaan terdekat sesuai dengan ketentu紬

yang bcrlaku da宣a皿program jamin狐sosi瓢ketenagake轟a紬

yang didaftarkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut.

(2) Untuk memudahkan　騨mpinan dan Anggota DPRD dalam

pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Hmpinan dan Anggota DPRD dapat dibantu o重eh petugas

pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagake重jaan.

Pasal13

Pembina紬, Monit〇五ng, dan Pe看ay劃an pelaks弧aan Jaminan

Sosial Ketenagake重jaan dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM din

Ke tenagake重j aan dengan mengikutsertakan B PJS

Kc tenagake重j aan.

BAB量V

PE NDANAAN

Pas∈止14

Pendanaan dalam program jaminan sosial ketenagakeljaan bagi

曲mpinan d狐Anggota DPRD dapat dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga dan/atau

pihak ketiga lainnya yang心dak mengikat.



Diund狐gk餌di Sibolga

pada tanggal 28 0ktober 2022

S巴KRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA slBo鵬A TAHUN 2022 NOMOR 441
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